
.SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR    8    TAHUN2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ifer,ir[bai-jg  : a.

BUPATI MIMIKA,

baFi't*'a url±iik zriclaksarlakarl  pcr±izrdiiriiga±-1 darl  i3cngakiriarl
terhadap    masyarakat    hukum    adat    beserta    hak-hak
tradisionalnya     dan     hak     asal-usul     sebagai     wujud
penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam
prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan
Pancasila   dan   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1945;

b.     bahwa   untuk   menjamin   pengakuan   dan   perlindungan
Htas}rardet huke.T?. adat eta taLrtrfuli., `ji7ikyah7 brfe}ra7 dat..
sumber  daya  alam  lainnya  yang  bersifat  komunal  yang
diperoleh  secara  turun-temurun  maupun  yang  diperoleh
in_elalu.i mekan_ism_e lai_a yang sa.h in_enuru.t hukum_ ed.at;

c.      ba?i'vi-a   't±rl±'vik   ==irel-Ija=rliri   adarlya   kepastiarl   ?I-dki±:zrl   atas
pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat oleh
Pemerintah   Daerah,   maka   perlu   diatur   dalam   suatu
peraturan     daerah     sesuai     kewenangan     berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;

d.     bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a,  huruf b,  dan  huruf c,  perlu  menetapkan
Pera_tu.ra.n_  Da.era.h_  tentang  Penga.ku.an_  dan  Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat     :  1.      Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2.     Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1125);

3.      Undang-Undang     Nomor     45     Tahun      1999      tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya
Tengah,  Kabupaten Panial,  Kabupaten Mimika,  Kabupaten
Puncak Jaya, dan Kota Sorong (I,embaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  173,  Tambahan  Ifmbaran
Negara Repubfik Indonesia Nomor 3894) ;

4.     Undang-Undang Nomor 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi
Manusia   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tabun
1999  Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3886) ;

5.     Undang-Undang   Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  hagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   4151);   sebagalmana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua
atas   Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001    tentang
Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi  Papua   (Lembaran   Negara
Republik    Indonesia  Tahun  2021  Nomor  155,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

6.     Undang-Undang Nomor  19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor  1
Tahun   2004   tentang   Perubahan   atas   Undang-Undang
Nomor    41    Tahun    1999    tentang    Kehutanan    menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2004   Nomor   86,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

7.     Undang-Undang     Nomor     32     Tahun     2009      tentang
Perlindungan      Dan     Pengelolaan      Lingkungan     Hidup
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor
140,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 5059);

8.     Undang-Undang     Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan            Peraturan            Perundang-undangan
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2022    Nomor    143,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6801);
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9.      Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014   tentang   Desa
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2014  Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir
dengan   Undang-Undang  Nomor   6   Tahun   2023   tentang
Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti    Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja menjadi
Undang-Undang   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
2023   Nomor  41,  Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia. Nomor 6856);

10.   Undang-Undang     Nomor     23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali,   terakhir   dengan   Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023    tentang   Penetapan    Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun
2022     tentang    Cipta    Kelja    menjadi    Undang-Undang
(I,embaran   Negara  Republik  Indonesia   2023   Nomor  41,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856);

11.   Undang-Undang     Nomor      15      Tahun      2022      tentang
Pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2022   Nomor   158,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804) ;

12.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   106   Tahun   2021   tentang
Kewenangan   den   Kelembagaan   Pelalcsanaati   Kebijakan
Otonomi    Khusus    Provinsi    Papua    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021   Nomor  238,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13.   Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  52  Tahun  2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum  Adat   (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014 Nomor 951);

14.   Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun
2008  tentang  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan
Hak   Perorangan   Warga   Masyarakat   Hukum   Adat   Atas
Tanah   (Lembaran   Daerah   Provinsi   Papua   Tahun   2cO8
Nomor 23).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSRAN:

Menetapkan      :    PERATURAN      DAERAH      TENTANG      PENGAKUAN      DAN
PERLINDUNGAN MASYARARAT HUKUM ADAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.     Daerah adalah Kabupaten Mimika.

2.     Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara
Pemerintahan Daerah yarig merhimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan da€rah otonom.

3.     Gubemur adalah Gubemur papua Tengah.
4.     Bupati adalah Bupati Mimika.

5.     Dewan   Perwakilan   Rakyat   Daerah  yang   selanjutnya  disingkat  DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan  sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6.     Pengakuan    adalah    bentuk    penerimaan     dan    penghormafarl    alas
keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  beserta  hak  dan  identitas  yang
melekat padanya.

7.     Perlindungan adalch upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat
Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang
sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.

8.     Adat   adalah   kebiasaan   yang   diakui,   dipatuhi,   dilembagakan,   dan
diperfali ankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun

9.     Maeyarakat Adat adalah warga masyarakat aslf Mimika yang hidup dalam
wilayah  dan  terikat  serta  tunduk  kepada  hukum  adat  dengan  rasa
solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

10.   Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MIIA adalah warga
Negara  Indonesia yang memiliki  karakteristik  khas,  hidup  berkelompok
secara harmonis s€suai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul
leluhur dan atau kesamaatl tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat
dengan  tanah  dan  lingkungan  hidup,  serta  adanya  sistem  nilal  yang
menentukan   pranata   ekonomi,   politik,   sosial,   budaya,   hukum   dan
memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
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11.   Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam
masyarakat  hukum  adat yang mengatur,  mengikat  dan  dipertahankan,
sefta mempunyai sanksi.

12.   Hak  Ulayat  adalah  hak  persekutuan  yang  dipunyai  oleh  masyarakat
hukum   adat  tertentu   atas   suatu  wilayah   tertentu  yang  merupakan
lingkungan     hidup     para    warganya,     yang     meliputi     hak    untuk
memanfaatkan   tanah,   hutan,   dan   air   serta   isinya   sesual   dengan
peraturan perundang-undangan.

13.   Wilayah  Adat  adalah  tanah   adat  yang  berupa  tanah,   air,   dan  atau
perairan beserta  sumber daya alam yalig ada di atasnya derigan batas-
batas  tertentu,  dimiliki,  dimanfaatkan  dan  dilestarikan  secara  turun
temurun  den  secara  berkelanjutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup
masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau
gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

14.   Panitia Masyarakat  Hukum Adat yang  selanjutnya disebut  Panitia MHA
ndalah  Panitia  yang  dibentuk  oleh  Bupati  untuk  melaksanalfan  proses
dan   tahapan   pelaksaaan   pengakuan   dan   perlindungan   masyarakat
hukum adat.

15.   Identifikasi   adalah   kegiatan   mencari,   menemukan,   mengumpulkan,
menenti,  mencatat  data  dan informasi tentang  keberadaan masyarakat
hukum adat.

16.   Verifikasi   adalah   suatu   proses   penilalan   lapangan   terhadap   hasil
identirlkasi  keberadaan  masysrakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya
sesual   kelengkapan   dan   kebenaran   data   dan   informasi   dari   hasil
identifikasi.

17.   Validasi  adalah  proses  penilaian  terhadap  hasil  identifikasi  keberadaan
masyarakat hukum adat melalui pengLtiian dokumen pendukung.

18.   Distrik  adalah  wilayah  keria  kepala  Distrik  sebagal  perangkat  daerah
kabupaten.

19.   Kampung    adalah     kesatuan    masyarakat     hukum    yang    memiliki
kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional can berada di daerah kabupaten.

20.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:
a.    penga.yoman;
b.    kemanusiaan;
c.    kekeluargaan;
d.    keadilan;
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e.    ketertiban dan kepastian hukum;
f.    kesamaan kedudukan dalaln hukum dan pemerintahan;dan
9.    kearifan lokal.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA bertujuan untuk:
a,    memberikan perlindungan bagi keberadaan MHA di wilayah adat;
b.    menjunujung  tinggi  hak  asasi  manusia  MHA  serta  hak  tradisionalnya

secara turun temurun;
c.    memberikan ruang bagi MHA untuk menjalin dan mengembangkan prinsip

kekeluargaan dalam tatanan kehidupannya;
d.    memberikan rasa keadilan bagi MI+A dalam pengelolaan dan pemanfaatan

sumber daya alam yang eda di sekitamya;
e.    menjaga   ketertiban    antara    sesama    MHA    dalam    pemenuhan    halL

kewajiban, dan tanggung jawab dalam perlindungan dan pengakuan;dan
f.     memelihara   nilal   sosial   budaya   MHA   agar   tetap   ada,   tumbuh,   dan

berkembang.

BAB Ill
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a.    hak dan kewajiban MHA;
b.    tanggungjawab pemerintah Daerah dan DPRD;
c.    pengakuan MHA;
d.    perlindungan MHA;
e.    pemberdeyaan MHA;
f.     panitia masyarakat hukum adat;
9.    peran serta MHA;
h.    penyelesaian sengketa MHA;
i.     pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
j.     pembiayaan;
k.    ketentuan lain-lain;dan
I.     ketentuan peralihan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

MHA berhak atas:
a.   ulayat;
b.   wilayah adat;
c.   sumber daya alan;
d.   pembangunan;
e.   upacara/spiritual dan budaya;
f.    hukum adat dan peradilan adat;dan
9.   Iingkungan hidup.



-7-

Pasal 6

(1}     Hak  atas  ulayat  sebagainana  dinaksud  dalam  Pasal  5  bumf a,  terdiri
atas hak ulayat kcmunal dan perseorangan/individu.

a)     Hak alas wilayah  adat  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  5  hunif b,
terdiri atas:
a.   hak  atas  wilayah  adat yang  dimiliki,  ditempati,  dan  dikelola  secara

turun temurun secara tradisional;dan
b`   berperanserta  secara  aktif dalam  pengambilan  keputusan  terhadap

setiap    kebijakan    perencanaan    pembangunan    yang    berdampak
langsung terhadap eksistensi MHA.

(3)     Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
c' meliputi:
a.   mengambil,  mengelola,  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam yang

berada di wilayah adat untuk kepentingan kesejahteraannya;
b.   menerima    manfaat    dari    pelaksanaan    tanggung    jawab    sosial

masyarakat;dan
c.    makanan khas lokal MHA.

(4)     Hak alas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  huruf d,
meliputi:
a.   menjadi   subjek   pembangunan   yang   dilakukan   oleh   Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten, atau
pihak lain yang dilakukan di atas tanah ulayat MHA;

b.   mendapat   data   dan   informasi   yang   akurat   mengenal   rencana
pembangunan yang akan dilakukan di wilayah adatnya;

c.   menolak   dan/atau   menyampaikan   usulan   perubahali   terhadap
perencanaan   pembangunan   yang   akan   dilaksanakan   di   wilayah
adatnya;dan

d.   mengusulkan model/bentuk pembangunan lain yang sesuai aspirasi
dan kebutuhannya.

(5)     Hak     atas      pelaksanaan     upacara/spiritualitas     dan     kebudayaan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
a.   menjaga,    melindungi,    mengembangkan,    dan    mengajarkan    adat

istiadat, budaya, tradisi, bahasa, dan kesenian tradisional;dan
b.   melindungi   dan   mengembangkan   pengetahuan   tradisional   serta

kekayaan intelektual yang dimiliki.

(6)     Hak atas hukum adat dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf f, meliputi:
a.   menjalankan hukum adat; dan
b.   menyelesaihan masalah hokum adat melalui Peradilan Adat.

(7)     Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
g, meliputi:
a.   menjaga hutan adat dan lingkungan hidup sekitamya agar tetap asri;
b.   dapat menolak atau mengajukan keberatan terhadap rerreana usaha

yang memanfaatkan wilayah masyarakat adat;
c.   mengadukan  gugatan  atas  pencemaran  lingkungan,  air,  dan  udara

yang terjadi di sekitar wilayah masyarakat adat;dan
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d.   menerima  keuntungan   dari  pemanfaatan   pengetahuan   tradisional
terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bemilai ekonomis.

Pasal 7

Dalam pemenuhan hak seba.gaimana dinraJasud dalam Pasal 5, MHA wajib:
a.   menjaga keutuhan wilayah adat;
b.   mengembangkan     dan     melestarikan     budaya     sebagai     bagian     dari

kebudayaan Nasional ;
c.   menciptakan dan menjaga kerukunan sesama MHA;
d.   melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mengendalikan  p€ncemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;den
e.   menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah maupun

Nasional;

BABV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah   Daerah   bertanggung   jawab   melaksanakan   Pengakuan   dan
Perlindungan MHA di Daerah,

Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Pemerintah Daerah melakukan:
a.   pembentukan panitia  MHA yang bertugas  melaksanakan  pengakuan  dan

perlindungan masyarakat hukum adat;
b.   mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan pemerintah,

pemerintah   provinsi,   dan/atau   Pemerintah   Daerah   yang   berdampak
terhadap eksistensi MHA;

c.   melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
MHA;

d.   melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap MHA;
e.   melakukan  kerja  sama  dengan  pihak lain  dalam  rangka  pengakuan  dan

perlindungan MHA ;
f.    melakukan  upaya  pencegahan  terhadap  pemanfaatan  hak  ulayat  atas

tanah   milik   MHA   yang   tidak   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan
perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku;

9.   menyediakan sarana prasarana, membangun infrastruktur yang memadai
untuk menghubungkan keberadann masyarakat adat dengan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi masyarakat; dan

h.   melakukan perlindungan, pemberdayaan, dan promosi terhadap kekayaan
intelektual MHA.
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Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

DPRD   sebagal   unsur   Penyelenggara   Pemerintahan   Daerah,   turut   serta
bertanggung jawab dalam Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 1 1

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
DPRD melakukan:
a.   membentuk     Panitia     Khusus     guna     memantau     dan     mendorong

terlaksananya kegiatan pengakuan dan perlindungan MHA;
b.   membahas  dan  menyetujui  peraturan  perundang-undangan  yang  terkalt

dengan MHA;
c.   membahas  dan menyetujui pengalokasian anggaran yang bersumber dari

APBD untuk pembiayaan pelaksanaan pengalnian dan perlindungan MHA;
d.   dapat  meminta  penjelasan  dari  Pemerintah  Daerah  terkait  pelaksanaan

pengakuan dan perlindungan MHA;
e.   meminta   laporan   pertanggungjawaban   pelaksanaan   pengakuan   dan

perlindungan MHA;dan
f.    menerima, menampung, dan menetapkan kebijakan atas aspirasi MHA.

BAB Ill
PENGAKUAN

Pasal  12

Pemerintah   Daerah   memberikan   pengakuan   terhadap   keberadaan   MHA
melalui proses:
a.    identifikasi;
b.   verifikasi dan validasi;dan
c.    penetapan.

Pasal  13

(1)    Bupati    melalui    Organisasi    Perangkat    Daerah    terkalt    melakukan
identifikasi   sebagalmana  dinaksud   dalam   Pasal   12   huruf  a  dengan
membentuk Tim identifikasi.

(2)    Tim identifikasi sebagalmana dinakasird pada ayat (1) melibatkan Kepala
Distrik, Kepala Kampung, unsur MHA dan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)    Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
a.   melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
b.   melakukan penggalian data dan informasi tentang keberadaan MHA;
c.    menyajikan dokumen keberadaan MHA;dan
d.   menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah MHA.
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(4)    Identifikasi   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   dengan
mencermati:
a.    s¢arah MHA;
b.   whayah adat;
c.    hukum adat;
d.   harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;dan
e.    kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

(5)    I,aporan basil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  huruf d,
sekurang-kurangnya. memuat :
a.    keberada.an kesatuan MHA;
b.   kebera.daan Hak Ulayat Kesa.tuan MIIA apabila masih ada;dan
c.    peta usulan wilayah MHA.

(6)    Keberadaan Kesatuan MHA sebagimana dimaksud pada ayat (5} huruf a
harus memenuhi syarat:
a.    secara   nyata   masih   bersifat   teritorial,   genealogis,   maupun   yang

bersifat fungsional ;
b.   sesuai dengan perkembangan masyarakat;dan
c.    sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(7)    Keberadaan Hak Ulayat Kesatuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b, dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu yang
meliputi unsur adanya:
a.   masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
b.   wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
c.   hubungan,  keterkaltan,  dan ketergantungan  kesatunn  MIIA  dengan

wilayahnya;dan
d.   kewenangan   untuk   mengatur   secara   bersama-sama   pemanfaatan

tanah  di  wilayah  kesatuan  MHA  yang  bersangkutan,  berdasarkan
hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya`

(8)    Hak  Ulayat  Kesatuan  MIIA  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  tidak
berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang Pada saat ditetapkannya:
a.   sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu

hak atas tanah;dan
b.   yang  sudah  diperoleh  atau  dibebaskan  oleh  instansi  pemerintah,

badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9)    Penyusunan peta usulan wilayah MHA sebagimana dimaksud pada ayat
(5) huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
a.    pengumpulan dan penelitian dokumen MHA;
b.   penggunaan data dasar dan data spasial pendukung lainnya;
c.    pembentukan peta usulan wilayah MHA;
d.    penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan digital;
e.    penyimpanan data;dan
f.     pelaporan.
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Pasal 14

(1)    Hasil identifikasi sebagainana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat
(4}  dilakukan  verifikasi  dan  validasi  oleh  Panitia  MHA  yang  dib€ntuk
dengan Keputusan Bupati.

(2)    Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    Sekretaris Daerah sebagai ketua;
b.   Kepala   Perangkat   Daerah   yang   menyelenggarakan   pemberdayaan

masyarakat kampung sebagai sekretaris;
c.    Kepala bagian hukum sebagai anggota;
d.   Kepala perangkat Daerah lainnya yang relevan;dan
e.    Akademisi.

(3)    Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a.   melakukan pemeriksaan lapangan;
b.   melakukan analisis data yuridis dan sosial MHA;dan
c.    menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.

(4)    Verifikasi  dan validasi  sebagalmana  dimaksud  paada  ayat  (1)  dilakukan
terhadap:
a.    deskripsi keberadaan kesatuan MHA;
b.   deskripsi keberadaan hak ulayat kesatuan MHA;dan
c.    peta usulan wilayah MHA.

(5)    Verifikasi  dan  validasi peta usulan wilayah  MHA  sebagimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c, meliputi:
a.   dokumen  deskripsi  MHA yang  digunakan  dalam  pembentukan  peta

usulan wilayah MHA;
b.   data  dasar  dan  data  spasial  pendukung  lainnya  yang  digunakan

dalam pembentukan peta usula.n wilayah MHA;
c.    Peta usulan wilayah MHA, meliputi:

1.   cakupan usulan wnayah MHA;dan
2.   kelengkapan tanda tangan pengesahan peta usulan wilayah MHA.

(6)    Hasil   verifikasi   dan   validasi   sebagimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

(7)    Dalam   hal   MHA   mengajukan   keberatan,    Panitia   MHA   melakukan
verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilafukan 1 (satu) kali.

Pasal   15

(1)    Panitia  MHA  membuat  dan  menyampaikan  hasil  verifikasi  dan  validasi
kepada Bupati sebagainana dinaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) .

(2)   Bupati melakukan penetapan pengckuan MHA berdasarkan rekomendasi
dari Panitia MIIA denga]1 keputusan Bupati.
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Pasal 16

(1)    Apabila MHA yang telah ditetapkan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15  ayat  (2)  memiliki  hak  ulayat,  Bupati  memfasilitasi  penguasaan  hak
ulayat  MHA  untuk  didaftarkan  sebagal  pemegang  hak  ulayat  kepada
Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten.

(2)    Apabila hak ulayat MHA sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  berada di
kawasan hutan negara,  Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang
menyelenggara.kan  urusan bidang kehutanan  untuk melepaskan  status
sebagai hutan negara menjadi hutan adat.

(3)    Rekomendasi sebagaimana dinaksud pada ayat (2)  disertai permohonan
kepada Menteri yang menyelenggarakan  urusan  bidang kehutanan  oleh
pemangku adat atau sebutan lainnya.

Pasal  17

(1)   Apabila  masih  ada  MHA  yang  belum  mendapatkan  pengakuan,  dapat
mengajukan permohonan kepada bupati.

(2)    Permohonan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   mengikuti   proses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
PBRENDUNGAN

Pasal 18

(1)    MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(2) berhak atas perlindungan`

(2)    Pemerintah    Daerah    wajil]    memberi]can    perlindungan    kepada   MIIA
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3)    Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan
terhedap pelaksanaan hak MHA.

Pasal  19

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
a.     perlindungan terhadap wilayah adat;
b.     perlindungan sebagal subyek hukum;
c.     pe'ngembafian   Wilayah   Adat   untuk       dikelola,    dinanfaatkan,    dan

d.

e.

dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
pemberian   kompensasi  atas   hilangnya  hak   Masyarakat  Adat   untuk
mengelola  Wilayah  Adat  atas  izin  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah
sesuai dengan kewenangannya;
pengembangan  dan  menjaga  budaya  dan  kearifan  lokal  dalam  rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup;
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peningkatan taraf kehidupan MHA;
menumbuh   kembangkan   nilai-nilai   kearifan   lokal   dan   pengetahuan
tradisional;dan
pelestarian harta kekayaan dan/ atau benda adat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap MHA melalui:
a.     penyelenggaraan  pemerintahan  dan   pembangunan  yang  menghormati

dan melindungi keberadaan MIIA beserta hak-haknya;
b.     pencegahan  setiap  tindakan  yang  bertujuan  atau  akan  berakibat  pada

tercabutnya  hak  MHA  dari  tanah,   wilayah  atau   sumber  daya  alam
mereka;dan
penyelesaian konflik dan sengketa yang timbul dari pelaliggaran hak-hak
MHA  dengan  memperhatikan  hukum  adat  dan  kebiasaan yang  berlafu
dalan MHA.

Pasal 2 1

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf
a, pemerintah daerah bertugas:
a.   memastikan adanya proses konsultasi dan keljasana dengan MHA secara

langsung  dan/atau  melalui  perwakilan  yang  mereka  sepakati  bersama,
agar bisa  secara bebas  menemtukan perseti]juan  sebelum menerima  dan
melaksanakan    suatu    peraturan    atau    tindakan    administratif   yang
mempengaruhi mereka;

b,   memastikan  partisipasi  penuh  dan  efektif  bagi  MHA  dalan  pembuntan
kebijakan     dan     perencanaan     program     pembangunan    yang    akan
dilaksanakan di wilayah adat dan berdampak langsung terhadap mereka;

c.    menyediakan   sarana   prasarana  yang   diperlukan   MHA   dalam   rangka
mejaga  kelestarian  keutuhan  adat  istiadat,  tradisi,  wilayah  MIIA  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

d.   mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan
pelayanan   dasar  yang   efektif  sesuai   dengan   kondisi   geografis,   sosial
budaya dan ekonomi MHA;

e.    melindungi kekayaan intelektual MHA secara komunal dan individu;
f,    memastikan     bahwa    perempuan    dan    anck-anak    MHA    mendapat

perlindungan   penuh   dan  jaminan   dalam   menghadapi   segala   bentuk
pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal  22

Untuk melaksanakan ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 20 huruf
b, Pemerintah Daerah bertugas:
a.     memastikan    persetujuan    dari    MHA    terhadap    selumh    perizinari

pemanfaatan tanah, wilayah, sumber daya alam di wilayah hukum adat
yang bersangkutan ;

b.     mencegah  terjadinya  upaya-upaya  perusakan  hutan  adat  dan  kearifan
lokal di wilayah MHA;dan
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mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara
partisipatif dengan mendayagunakan kearifan lokal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalan Pasal 20 hut
c, Pemerintah Daerah bertugas:
a.      memberikan   pendampingan   dan   fasilitas   lainnya   kepada   MHA  yang

sedang berhadapan dengan hukum dalam memperjuangkan hak-haknya
di pengadilan maupun di luar pengadilan;dan

b. melakukan pemulihan termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian
yang dialami oleh MHA sebagai akfoat dari pelanggaran terhadap hak-hak
MHA atas tanah adat dan sumber day-a alamnya.

BABV
PEMBERDAYRAN

Pasal 24

(1)    Pemberdayaan MHA dilakukan oleh pemerintah Daerah.

(2)    Pemberdayaan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituj.ukan  untuk
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.

{3)    Pemberdayaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan
memperhatikan kearifan lckal dan adat istindat setempat.

Pasal 25

(1)    Pemberdayaan     MHA     sebagaimana     dimaksud     dalam     Pasal     24
dilaksanakan melalui :
a.   peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b.   pelestarian budaya tradisional;
c.    fasi]ita§i akses untuk kepentingan MHA;
d.   usaha produktif;dan
e.    keria sama dan kemitraan.

(2)    Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berupa:
a.    pendidikan;
b.   kursus atau pelatihan;dan
c.    pendanpingan.

(3)    Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimksud pada ayat (1) huruf
b, be-pa:
a.   intemalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
b.   penyelenggaraan   festival   budaya   adat   di   tingkat   nasional   dan

internasional;dan
c.    pemberian penghargaan.
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(4)    Fasilitasi  akses  untuk  kepentingan  MHA  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf c, berupa:
a.   akses pemasarari produk budaya ke luar wilayah adat;
b.   akses   memperoleh   informasi   atas   kebijakan   Pemerintah   Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah;dan
c.    akses dalam memperoleh pelayanan publjk.

(5)    Usaha produktif sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
a.   membentuk  dan  mengembangkan  usaha  agroindustri  berdasarkan

potensi sumber daya alaln hayati;
b.   membentuk koperasi atau unit usaha sestlai bidang usaha MHA;dan
c.    bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.

(6)    Keria sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
berupa:
a.    memfasilitasi kerjasama antara MHA dan pihak lain;
b.   mengembangkan    pola    kelja§ama    dan    kemitraan    yang    sating

menguntungkan;dan
c.    menempatkafl MHA sebagai mitra yang setara.

BAB VI
PEMBENTUKAN PANITIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal  26

(1)    Pemerintah Daerah membentuk panitia MHA.

(2)    Panitia  MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.  ketua;
b.  sekretaris;dan
C.   an88Ota.

(3}    Ketua   sebagalmana   dimaksud   peda   ayat   (2)   huruf  a,   dijabat   oleh
Sekretaris D aerah.

(4)    Sekretaris  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf b,  dijabat  oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

(5)    Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a.   Kepala BAPPEDA;
b.  Inspektur Inspektorat Daerah;
c.  Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah;
d.  Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
e.  Kepala Distrik;dan
f.  Unsur akademisi,  pakar hukum  adat,  peneliti,  LSM  atau  unsur lain

sesuai kebutuhan.

(6) MHA sebagaimana dimcksud pada ayat ( 1), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung LJawab Panitia Masyarakat Hukum Adat

Pasal  27

(1)    Panitia MHA yang telah dibentuk sebagaimana dimaJrsud dalan Pasal 26
ayat   (1),   melaksanakan   tugas   dan   tanggung  jawab   pengakuan  dan
perlindungan MIIA di Daerah.

(2)    Tugas    dan    tanggung   jawab    Pengakuan    dan    Perlindungan    MHA
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , dilakukan dengan tahapan:
a.   identifikasi;
b.   verifikasi dan validasi;dan
c.    peJietapan MRA.

Paragraf 1
Identifikasi

Pasal  28

Identifkasi dilakukan dengan mencermati keberadaan MI+A mengenai:
a.   sdyarch asal usul;
b.   wilayah adat;
c.   hukum adat;
d.   kelembagaan/ sistem pemerintahan adat;dan
e.   benda/harta kekayaan adat.

Pasal  29

(1)     Identifikasi diawali dengan Panitia MIIA menyurati Kepala Distrik untuk
melakukan  pra  identifikasi  kepada  seluruh  MHA  yang  eta  di  wilayah
masing-masing.

(2)     Kepala   Distrik   menindaklanjuti  penyampaian   MHA   dengan   bersurat
kepada MHA yang ada di wilayahnya agar mengajukan surat permohonan
pra identifikasi.

(3)     MHA   mengajukan   surat   permohonan   pra   identifikasi   kepada   Kepala
Distrik  di  wilayahnya  masing-masing  paling  lama  14  (empat)  belas  hari
keria setelah menerima surat.

(4)     Surat permohonan pra identirikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
harus melampirkan dokumen pendLihag, antara lain
a.    identitas MHA;
b.   struktur kelembagaan;dan
c.   peta/sketsa wilayah adat.



-17-

Pasal 30

(1)     Panitia  MHA   akan   melakukan  proses   identifikasi   setelah   MHA  yang
mengajukan  surat  permohonan  pra  identifikasi  mendapat  persetujuan
mengikuti Identifikasi.

(2)     Persetujuan      sebagaimana      dimaksud      pada      ayat      (1),      setelah
memperhatikan     kelengkapan     dokumen     pendukung     sebagaimana
dimaksud dalaln Pasal 29 ayat (4).

(3)     Dalam  hal  terdapat  kesalahpahalnan  antara  MHA,  proses  identifihasi
dinentikan untuk sementara waktu  sampai dengan adanya persetujuan
tertulis dari MHA.

(4)     Panitia MHA dapat  memfasilitasi penyelesaikan  kesalahpehaman  antara
MHA untuk mendapat kesepaha-tart dan persetujuan bersama.

(5)     MHA yang telah memperoleh surat persetujuan,  Panitia MHA melakukan
identifikasi selama 90 (sembilan puluh) hari keria.

(6)     Hasil     identifikasi     dituangkan    dalam     dokumen     rancangan     hasil
identifikasi.

Pasal 3 1

Rancangan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6),
memuat penjelasan tentang:
a.    identitas MHA;
b.   sejarah;
c.   wilayah adat;
d.   hukum adat;
e.   kelembagaan/sistem pemeintahan adat;dan
f.    benda/harta kekayaan adat.

Pasal 32

(1)     Identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a, meliputi:
a.    namaMHA;
b.   alamat MHA;
c.   jumlah anggota MHA;dan
d.   dokumen pendukung lainnya.

(2)     Sejarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b, meliputi:
a.   asal usul temasuk di dalamnya fakeor mitologi yang dipercaya;dan
b.   sejarah pembentukan  kampung/wilayah termasuk di dalamnya pola

perpindahan.

(3)     Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, meliputi:
a.   batas wilayah adat;
b.   peta/sketsa wilayah adat;
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c.   struktur penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya alam
baik individu maupun komunal;dan

d.   struktur nlang wilayah adat.

(4)    Hukim adat sebagainana dinakeud data pasal 31 hurut d, meliprfu
a.   hukum adat yang berlaku;dan
b.   bentuk sanksi adat.

(5)     Kelembagaan/sistem  pemerfutahan  adat  sebagainana  dimaksud  dalam
Pasal 31 huruf e, meliputi:
a.   struktur dan kewenangan lembaga adat;
b.   perangkat lembaga adat berserta tugas dan fungsinya;
c.   tata cara suksesi kepemimpinan lembaga adat;dan
d.   tata cara pengambilan keputusan dalam lembaga adat.

ffl     Benda/harta  kckayaan  adat  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal   31
huruf f, meliputi:
a.   bentuk kebudayaan material yang dimiliki;
b.   benda-benda pusaka;dan
c.   tanah komunal.

Pasal 33

Setelah proses Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
sampai   dengan   ayat   (5),   hasilnya   disampaikan   kepada   pihak   yang
berkepentingan.

Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara
lain:
a.   MHA setempat;
b.   Kepala Kampung setempat;dan
c.   Kepala  Kampung  yang  wilayahnya  berbatasan  atau  terkait  dengan

wilayah adat MHA yang bersangkutan,

Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendapat
tanggapan dan usul/saran dari pihak yang berkepentingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

Setelah tanggapan selesai, rancangan hasil identifikasi dituangkan dalam
laporan hasil identifikasi dan ditandatangani oleh:
a.    Ketua MHA setempat;
b.   Kepala Kampung setempat;dan
c.   Kepala  Kampung  yang  wilayahnya  berbatasan  dan  terkait  dengan

wilayah adat MHA yang bersangkutan.

Laporan    rancangan    hasil    identifikasi    setelah    ditandatangani    dan
disanpaikan panitia MHA kepada Bupati untuk dilakukan verifikasi dan
validasi.
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Paragraf 2
Verifikasi dan Validasi

Paed 35

(1)     Verifikasi   dan   validasi   dilakukan   oleh   Panitia   MHA   terhadap   hasil
identifikasi yang telah disampaikan kepada Bupati.

(2)     Verifikasi  dan  validasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
dalam 2 (dua) tahapan:
a.   dokumen;dan
b.   kondisi lapangan.

(3)     Verifikasi    dan   validasi    terhadap    dokumen    dan    kondisi    lapangan
sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk penyesuaian data
dan informasi laporan.

(4)     Veririkasi     dan     validasi     sebagaimana    dimaksud     pada     ayat     (3),
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari keda.

Pasal 36

Dalaln  hal  terdapat  data  dan  informasi  serta  kondisi  lapangan  yang  tidak
sesual,  Panitia MHA dapat meneari dan mempersiapkan data atau dckumen
lain   sebagal  pembanding  untuk  mempertegas   kebenaran   dan   keabsahan
dokumen MHA.

Pasal 37

Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan metode:
a.    observasi;
b.   studi kepustakaan;
c.   wawancara;dan
d.   grup diskusi.

Pasal 38

(1)     Hasil verifikasi dan validasi terdiri atas 2 (dua) kategori diantaranya:
a.   Iolos verifikasi dan validasi;dan
b.   tidak lolos verifikasi dan validasi.

(2)     Hasil  verifikasi  dan  validasi  yang  lolos  atau  tidak  lolos  sebagainana
dimaksud  pada  ayat  (I)  wajib  diumumkan  oleh  Panitia  MHA  kepada
masyarakat setempat.

(3)     Pengumuman sebagainana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama
30 (tiga puluh) hari kelja.
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Pasal 39

(1)     Selama nasa pengumuman sebagatmana dinaksud dalam Pasal 38 a.yat
(2),  Panitia  MHA  memberikan  kesempatan  kepada  MHA  setempat  atau
masyarakat umum untuk dapat mengajukan keberatan.

(2)     Berdasarkan  keberatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Panitia
MHA  hams  melakukan  verifikasi  dan  validasi  ulang  sesual  ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3)     Verifikasi  dan  validasi yang dilakukan  oleh  Panitia  MHA  hanya  1  (satu)
kali dan terbatas pada ruang lingkup substansi yang menjadi keberatan
MHA.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 40

Penetapan   atas   Pengakuan   dan   Perlindungan   MHA   ditetapkan   dengan
Keputusan Bupati berdasarkan hasil veririkasi dan validasi oleh Panitia MHA.

Pasal 4 1

Keputusan   Bupati   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   40   disampaikan
kepada Gubemur disertai dengan dokumen penetapan MHA di Daerah.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4.2

Dalam hal  MHA merasa keberatan terhadap Keputusan Bupati  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, dapat mengajukan keberatan terhadap Pemerintah
Daerah   melalui   Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sesuai   dengan   peraturan
perundang-undangan.

Pasal 43

(1)     MHA dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa MIIA sesuai dengan
hukum adat yang berlaku.

(2)     Penyelesaian   sengketa   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat
difasilitasi oleh Pemerintah Daerah atau Panitia MHA.

(3)     Penyelesaian   sengketa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2),   dapat
melibatkan DPRD dan pihak lain sesuai kewenangan.
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BAB VIII
PERAN SERTA MASYARARAT HUKUM ADAT

Pasal 44

Selama proses dan tahapan pelaksanaan Pengrfuan dan Perhadungan MRA
dilakukan  oleh  Pemerintah  Dacrah,  MHA  harus  berperan  serta  8ec€m  aktif
dalam memberikan dukungan terhadap kelja Panitia MHA.

BAR IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 45
Bupati    melakukan    pembinaan,     pengawasan,     dan    evaluasi    terhadap
pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHA di Daerah.

Pasal 46

(1)     Pembinaan,   pengawasan,  dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 45, dilakukan terhedap keria pahitia MHA.

(2)     Berdasarkan  hasil  pembinaan,  pengawasan,  dan  evaluasi,  Bupati  dapat
menetapkan    kebijakan    lain    untuk    kepentingan    Pengalman    dan
Perlindungan MHA.

(3)     Dalam penetapan kebijakan sebagainana dimaksud pada ayat (2), Bupati
dapat    melakukan    rapat    dengan    DPRD    sesuai    dengan    peraturan
perundang-undangan.

BABX
PEMBIAYAAN

Pasal 47

(1)    Pemerintah   Daerah   wajib   mengalokasikan   anggaran   Pengakuan   dan
Perlindungan MIIA dalam APBD.

(2)    APBD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dialokasikan  dalam  daftar
perencanaan     anggaran     satuan     ke|ja     perangkat     daerah     yang
m€nyelenggarakan    urusan    pemerintahan    di    bidang   pemberdayaan
masyarakat dan Kampung.

(3)    Pengalokasian  sehagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  wajib  dilakukan
setiap  tahun  anggaran   sampai  dengan  pelaksanaan   Pengakuan  dan
Perlindungan ME.IA dinyatakan selesai.



-22-

Pasal 48

(1)    Selain   APBD   sebagalmana   dimaksud   dalam   Pasal   47,   pembiayaan
Pengafuan    dan    Perlindungan    MHA   dapat    berasal    dch   Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung.

(2)    Kepala  Kampung  sebagai  Kuasa  Pengelola  Keuangan  Kanpung,  dapat
mengalokasikan   sebagian   anggaran   yang   bersunber   dari   Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Kampung  untuk  pembiayaan  Pengakuan  dan
Perlindungan MHA di tingkat Kampung.

(3)    Dalam pelaksanaan pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Kampung berkoordinasi dengan Kepala Distrik.

Pasal 49

Selain  pembiayaan  bersumber  dari  APBD  dan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Kampung,   pelaksanaan  Pengakuan  dan  Perlindungan  MHA  dapat
dibiayai  dari  sumber  lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat  sesual  peraturan
perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN IAIN-LAIN

Pasal 50

Bupati  dapat  membentuk  Panitia  MHA  di  tingkat  wilayah  Distrik  sesuai
kewenangannya.

BAB XII
KETENTUAN PERAIIHAN

Pasal 5 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:
a.   Hak  ulayat  atas  tanah  Adat  yang  telah  dilepaskan  secara  hukum  adat

kepada pihak  lain  baik individu  atau  badan/lembaga dinyatakan  bukan
hak maeyarakat hukum adat;

b.   Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  telah  dilepaskan   dan/atau  telah
diseralikan  untuk  kepentingan  umum  dinyatakan  bukan  berstatus  hak
MHA;

c.   Izin pemanfaatan hak atas tanah MHA beriangka waktu yang dimiliki oleh
Perusahaan di dalam wilayah MHA dinyatakan tetap berlaku sanpai habis
nasa berlahaya;

d.   Izin beljangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, tanah
tersebut menjadi Hak penguasaan MHA;

e`   Hak  perorangan  atas  tanah  yang  telah  ada  paLda  wilayah  adat  sebelum
berlakunya  Peraturan  Daerah  ini  tetap  dilindungi  berdasarkan  hukum
adat.
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BAB VIII
KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah   ini   dengan   penempatannya   dalam   I+embaran   Daerah   Kabupaten
Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tarlggal,  29  Desember  2023

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS 0MALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal,  29 Desember  2023

H..  SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIRA
ttd

DOMINGGUS R.H MAYAUT
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAII KABUPATEN MIMIRA

NOMOR    8    TAHUN2023

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARARAT HUKUM ADAT

A.   UMUM

Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945
menyebutkan:

Negara mengakui dan mengh6rmati satuan Pemerintah daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Selatijutnya Pasal 188 ayat (2) menyebutkan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta
hck-hak    tradisionalnya    sepanjang    masih    hidup    dan    sesuai    dengan
perkemhangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam Undang-undang.

Bchwa  Negara  hadir  untuk  me".aga  dan  melindungi  warga  Negara`  Dalan
kehadiran   Negara,   ada  kewajiban  yang  perlu  dilakukan  untuk  menciptakan
perdamaian,  keadilan,  kesejahteraan  dan  kemandirian  maayarakat.  Masyarakat
hukum edat yang telch  lane dilupckan  oleb  Negara,  saat  ini  harus m€ndapat
perlakuan  dan  penghomatan  sebagai  unjud  pen8hormatan  terhadap  derajat
kemanusiaan.   Berdasarkan   itulch   Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik
Indonesia mengakui, meghormati, rnenghargal, melindungi, serta memberdayakan
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup dengan
cara dan model yang khas serta mempertahankan ciri-ciri kehidupan tredisional
di   tengah-tengah    perkembangan   yang   s€makin    pesat.    Kesatuan-kesatuan
Masyarakat  ini  perlu  dijaga  dan  dilindungi  oleh  Negara  sesual  perkcmbangan
dalam   sistem   Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   yang   demokrasi   dan
menjunjung tinggi nilai dan prinsip kemanusiaan dalam tata hak asasi manusia.

Perubahan  mendasar mengenal  keberadann  Masyarakat  Hukum Adat  terjadi
sctelah  adanya Putusan  Mahkalnah  Konstitusi/MK Nomor 35/PUUX/2012 yang
menyatakan  bchwa  penguasaan  Negara  atas  hutan  adat  adalch  bertentangan
dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Dalam
konteks inilah MK meletakkan Hutan Adat menjadi hutan yang berada di wilayah
suatu Masyarakat Hukum Adat, sebagal bagian integral dari suatu wilayah adat.
MK juga  menegaskan  bahwa  Peraturan  Daerah  harus  dibuat  oleh  Pemerintah
Daerah agar hutan adat dan hak lainnya dapat dilepaskan atau dikecualikan dari
PengLrasann  Negara.  Artinya  Peranmn  Daerah  sehaga±  huku-in  di  daerah  yang
dapait digunakan oleh Pemerintah  Daerah untuk melakukan upaya menata dan
mengembalikan hutan adat dan hak-hak MIIA lainnya kepada masyarakat adat di
masing-masing wilayah tertentu.
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Dalan  konteks  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  di  Papua,  Pemerintah  Daerah
setidainya   hams   dad   sckarang  menyiapkan   beberapa   ketentuan-ketentuan
berupa peraturan daerch yang mengatur kebapihakan kepeda Masyarckat Adat
yang ada di  Papun sehingga pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang terkait
dengan keberadaan  Masyarckat Hukum Adat di Papua dapat dickomodir dalan
kebijakan publik, hukum, dan politik.

Dengan adanya Peraturan Daerch tentang Pengafuan dan Pehindungan rmA
di Mimika, Pemerintah Daerah, DPRD, dan MHA akan saling berpartisipasi dalam
penyelenggaraan  pemerintchan,  pembangunan,  pemberdeyaan  masyarakat,  dan
pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang tentunya secara khusus mengenal
keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Mimika.

8.   PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukupjelas

Pa8al 2
Huruf a

Yang dimksud dengan "Asas Pengayoman" aidalah asas yang
berfungsi   memberikan   perlindungan   untuk   menciptakan
ketentraman masyarakat

Huruf b

Huruf c

Yang  dimaksud  dengan  gAsas  Kemanusiaan"  adalah  asas
yang  mencerlninkan  perlindungan  dan  penghormatan  hak
asasi  manusia  serta  harkat  dan  martabat  setiap  warga
Negara dan penduduk Indonesia s€cara proposional.

Yang  dimaksud  dengan  "Asas  Kekeluargaann  adalah  asas
yang menceminkan musyawarch untuk mencapai mufckat
dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d
Yang  dimaksud  dengan  "Asas  Keadilan"  adalah  asas  yang
mencerminkan   keadilan   secara   proposional   bagi   setiap
warga Negara.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "Asas Kesamaan kedudukan dalam
hukum  dan  pemerintahan"  adalah  asas  yang  menjamin
setiap   orang  mempunyai  kedudukan  yang   sana  dalan
penyelenggaraan pemerintahan, politik, hukum, sosial tanpa
memandang   later    belakang   agama,    sukus,    fas,    dan
golongan, gender, atau status sosial.

Huruf f
Yang  dimaksud   dengan   "Asas   Ketertiban   dan   Kepastian
Hukum"     adalah     asas     yang     memberikan     cerminan
bahwa   humm   yang    tercermin  dalam  setiap  perundang-
undangan    yang    hadir    dalam     masyarakat    berfungsi
mengatur  semua  aspek  kehidupan  berbangsa,  bemegara,
dan bermasyarckat.
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Hurufg
Yang dimaksud dengan aAsas Kearifan Lokal" adalah bahwa
pelaksamaari    pengalcuan    dan    pertindungan    MHA    oleh
Pemerintah  Daerah  harus  memperlihatkan  nilai-nilal luhur
yang berlcku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup j elas

Pasal 5
Cukup j.elas

Pasal 6
Ayat (I)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)

Curfup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
Ayat (6)

Peradilan  a.dat  adalah  suatu  sistim  penyelesalan  perkara
yang  hidup  dalam  masyar.chat  hukum  adat  tertentu  di
Papua.

Pasal 7
Cukup j elas

Pasal 8
Cukupjelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal  1 1
Cukup jelas

Pasal 12
Cukupjelas

Pasal  13
Cukup j elas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukupjelas

Pasal 17
Cukupjelas
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Pasal  18
Cukup j elas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukupjelas

Pasal 2 1
Cukupjelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup j elas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukupjelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukupjefas

Pasal 3 1
Cukupjelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukupjelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

pasal 39
Cutup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 4 1
Cukupjehs
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Pasal 42
Cukup jelas

Pa§al 43
Cukupjelas

Pasal 44
Cufupjelas

Pasal 45
Cukupjelas

Pasal 46
Cufupjelas

Pasal 47
Cukupjelas

Pasal 48
Cukupjelas

Pasal 49
Cukupjelas

Pasal 50
Cukupjelas

Pasal 51
Cukupjelas

BUPATI MIMIKA,
ttd

EI,TINUS OMALENG

Pj. SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN MIMIRA
ttd

DOMINGGUS R.H MAYAUT


